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BAB III 

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 oleh pemerintah, maka yang terkena 

pengetatan pemberian remisi ini adalah pelaku tindak pidana narkotika yang 

dipidana paling singkat 5 tahun, dan yang termasuk kategori tersebut adalah 

mereka yang merupakan bandar dan pengedar . Bentuk dari pengetatan pemberian 

remisi ini, terdapat dalam syarat maupun prosedur pemberiannya, yang mana 

syarat tersebut adalah kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum untuk 

membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yang dinyatakan secara 

tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan Justice Collaborator. 

Sedangkan prosedur pemberiannya, semakin sulit karena pengusulan remisi 

tersebut harus sampai kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang 

berkedudukan di pusat yaitu Provinsi DKI Jakarta. Dapat diketahui juga dari hasil 

wawancara dengan Kasubsi Lapas Kelas IIA Wirogunan, bahwa dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini  ternyata menjadi 

shock therapy bagi narapidana di Lapas Wirogunan karena persyaratan serta 

prosedur pemberian remisi, terkhusus bagi narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana khusus, seperti tindak pidana narkotika. Akan tetapi, 
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dalam pelaksanaannya di Lapas Wirogunan ini, tidak terdapat kendala-kendala 

karena para narapidana khususnya yang melakukan tindak pidana narkotika ini, 

tetap mengikuti ketentuan yang telah ada dalam peraturan yang berlaku, yakni 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Secara substansi, dengan adanya 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini sudah merupakan langkah yang 

baik dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika, akan tetapi 

secara yuridis, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini 

bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi darinya, yang dalam hal ini 

adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang 

secara khusus dalam Pasal 5 butir b yang membahas tentang adanya asas 

kesamaan, yang berarti juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  dan asas 

hukum yakni, asas Lex superior derogat legi inferiori, yang berarti hukum yang 

tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah sepanjang 

mengatur hal yang sama. 

B. Saran

Mengingat bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang 

berbahaya serta tergolong dalam jenis kejahatan yang serius, penulis setuju 

dengan adanya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika, yang dalam hal ini adalah bandar dan pengedar. Di samping itu, dengan 

adanya pengetatan dalam persyaratan maupun prosedur atau tata cara pemberian 

remisi ini yang telah ditetapkan baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2012 maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
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21 Tahun 2013, merupakan langkah yang baik dan menurut penulis, perlu 

dipertahankan serta ditingkatkan demi terwujudnya kepentingan keamanan, 

ketertiban umum, serta rasa keadilan dalam masyarakat. Akan tetapi, pengetatan 

pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana narkotika ini sebaiknya jangan 

diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah, tetapi Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1995 inilah yang lebih baik diadakan perubahan atau revisi mengenai 

pengaturan remisinya agar pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak 

pidana narkotika ini diatur di dalamnya. Selain itu, pengetatan pemberian remisi 

ini jangan hanya diatur untuk pelaku tindak pidana narkotika saja, tetapi diatur 

juga untuk tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa lainnya seperti 

korupsi, terorisme, genosida, dan kejahatan transnasional lainnya, dan dengan 

adanya pengetatan pemberian remisi ini, diharapkan selama menjalani masa 

pidananya di dalam Lapas, narapidana tersebut dapat mengikuti program 

pembinaan dengan baik agar kelak apabila ia bebas dan kembali dalam kehidupan 

bermasyarakat, tidak mengulangi tindak pidana yang sama, yang dalam hal ini 

berkaitan dengan tindak pidana narkotika, sehingga tujuan dari Lapas itu sendiri, 

yakni mengubah dari yang semulanya tersesat menjadi kembali ke jalan yang 

benar, dapat tercapai. 
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